
BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR         :  051.2/Kep.199  -DPMD/2023
LAMPIRAN   :  2  (dua) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

RABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

Menimbang :a.

BUPATI CIREBON,

bahwa   berdasarkan   ketentuan   Pasal   273
Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014
tentang      Pemerintahan      Daerah      bahwa
Perangkat  Daerah  perlu  membuat  Rencana
Kelja   yang    berpedoman    kepada    Renstra
Perangkat   Daerah   yang   memuat   program,
kegiatan, 1okasi, dan kelompok sasaran yang
disertai   indikator   kinerja   dan   pendanaan
sesuai    dengan    tugas    dan    fungsi    setiap
Perangkat   Daerah   dan   digunakan   sebagai
bahan penyu-sunari rancangan RKPD;

b.      bahwa   berdasarkan   ketentuan   Pasal    125
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian   dan   Evaluasi   Pembangunan
Daerah,    Tata    Cara    Evaluasi    Rancangan
Peraturan       Daerah       tentang       Rencana i
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  dan
Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah',
Daerah,  serta Tata Cara Perubahan Rencana,
Pembangunan     Jangka     Panjang     Daerah,
Ben-Caha   PeinbangtLnan   Jangka   Menengah
Daerah,    dan    Rencana    Kerja    Pemerintah
Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja
Perangkat      Daerah      ditetapkan      dengan
keputusan Kepala Daerah;



Men8in8at

c.      bahwa           berdasarkan           pertimbangan
sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf a  dan
huruf    b,    perlu    menetapkan    Keputusan

Brnpaastff:Eitfgrgd:;ga:enMyaussyua¥aE:Tca::EeeH::
Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

1.       Undang-Undang    Nomor     14    Tahun     1950
tentang        Pembentukan        Daerah-Daerah
Kabupaten     Dalam     Lingkungan     Propinsi
Djawa     Barat     (Berita     Negara     Republik
Indonesia  tanggal  ,8  Agustus  Tahun   1950)
sebagaimana        telah        diu bah        dengan
Undang-Undang     Nomor     4     Tahun     1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan  Kabupaten  Subang  dengan  mengubah
Undang-Undang    Nomor    14    Tahun    1950
tentang        Pembentukan        Daerah-Daerah
Kabupaten     Dalam     Lingkungan     Propinsi
Djawa   Barat   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun  1968  Nomor 31,  Tambahan
I,embaran      .Negara      .Republi,k      Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang    Nomor    25    Tahun    2004
tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan
Nasional       (I+embaran       Negara       Republik
Indonesia      Tahun      2004      Nomor       104,
Tambahan      Lembaran      Negara     Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang3.       Desa   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia

Tahun  2014  Nomor  7,  Tambahan  I.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    20144.      tentang               Pemerintahan               Daerah

(Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Tahun      2014      Nomor      244,      Tambahan
Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Nomor   5587),    sebagaimana   telah   diubah
beberapa   kali,   terakhir   dengan   Peraturan
Pemerintah       Pengganti       Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022   tentang  Cipta  Kerja
(Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Tahun      2022      Nomor      238,      Tambahqn/
Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Nomor 6841) ;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang5.      Penetapan    Peraturan    Pemerintah    Pengganti
Undang-Undang Nomor 1   Tahun 2020 tentang
Kebijakan   Keuangan   Negara   dan   Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Coronci      VIrus     Disease     2019      (COVID-19)



6.

7.

8.

9.

10.

dan/ atau da]am rangka menghadapi Ancaman
yang  membahayakan  Perekonomian  Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang   (Lembaran   Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2020  Nomor  87,  Tambahan
Lembaran       N egara       Repu blik       I ndone sia
Nomor 6485) ;

Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014
tentang     Peraturan     Pelaksanaan     Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa
(Lembaran       Negara       Republik       Indonesia
Tahun 2014  Nomor  123, Tambahan Lembaran
Negara    Republik    Indonesia        Nomor    5539)
sebagaimana    telah    diubah    beberapa    kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1
Tahun  2019  tentang  Perubahan   Kedua  atas
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014
tentang     Peraturan     Pelaksanaan     Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa
(Lembaran       Negara       Republik       Indonesia
Tahun  2019  Nomor  41,  Tambahan  I.embaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun  2016  Nomor  114,
Tambahan      Lembaran      Negara     Republik
Indonesia    Nomor  5887)  sebagaimana  telah-
diubah      dengan      Peraturan      Pemerintah
Nomor  72  Tahun  2019  tentang  Perubahan
atas     Peraturan     Pemerintah     Nomor     18
Tahun    2016    tentang    Perangkat    Daerah
(I,embaran      Negara      Republik      Indonesia
Tahun      2019      Nomor      187,      Tambahan
Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017
tentang       Pembinaan       dan       Pengawasan
Penyelenggaraan        Pe merintahan        D aerah
(Lembaran       Negara       Republik       Indonesia
Tahun  2017  Nomor  73,  Tambahan  I.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2019
tentang     Pengelolaan     Keuangan     Daerah
(Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor  13 Tahun 2019
tentan g          Lap o ran          d an          Evalu asi
Pe ny e I enggaraan         Pe me rintah         D ae rah
(I,embaran      Negara      Republik      Indonesia



11.

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2017
tentang            Pelaksanaan            Pencapaian
Tuj uan         Pembangunan         Berkelanj utan
(Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

12    ::Laut:ra2no L¥e::::LinDga];eTmbNeen8teunkaE°¥::d:i
Hukum    Daerah    (Berita    Negara    Republik
Indonesia      Tahun      2015      Nomor      2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri       Dalam       Negeri       Nomor        12 0
Tahun     2018     tentang     Perubahan     Atas
Peraturan  Menteri    Dalam  Negeri  Nomor  80
Tahun   2015   tentang  Pembentukan   Produk
Hukum    Daerah    (Berita    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor  157);

13.   ::iaut:r2ngL 7M:e:::igDfi::c¥:£ef:r¥:cma:raa8n:
Pengendalian   dan   Evaluasi   Pembangunan
Daerah,    Tata    Cara    Evaluasi    Rancangan
Peraturan       Daerah       tentang       Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  dan
Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah
Daerah,  serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan     Jangka     Panjang     Daerah,
Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah
Daerah,    dan    Rencana    Kerja    Pemerintah
Daerah   (Berita   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2017 Nomor  1312);

1 4.    E:rhaut=r%B [¥etnetnetrinBai3:sif¥keag:i:i KNo°d=f:±a3i:
dan              Nomenklatur              Perencanaan
Pembangunan dan  Keuangan  Daerah  (Berita
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2019
Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam
Negeri  Nomor 050-5889  Tahun  2021  tentang
hasil  Verifikasi  dan  Validasi  Pemutakhiran
Klasifikasi,    Kodefikasi,    dan    Nomenklatur
Perencanaan   Pembangunan   dan   Keuangan
Daerah;

15.   E:rhaut:r3% 2 #::etrigap[:r=tuNr:gnen;era°k¥::a:£
Peraturan Pemerintah Nomor  13 Tahun 2019
tentang          Laporan          dan
Peny e I enggaraan       Pe me rintah an
( Berita         Negara         Republik
Tahun 2020 Nomor 288);

Evaluasi
Daerah

Indonesia



16.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77
Tahun     2020     tentang     Pedoman     Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik          Indonesia          Tahun          202 0
Nomor  1781);

17.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   17
Tahun  2021   tentang  Pedoman  Penyusunan
Rencana      Kerja      Pemerintah            Daerah
Tahun      2022      (Berita     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2021  Nomor  1781);

18.    Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur
Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor   17
Tahun   2021   tentang  Penyetaraan  Jabatan
Administrasi  ke  dalam  Jabatan  Fungsional
(Berita        Negara        Republik        Indonesia
Tahun 2021  Nomor  525);

19.    Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur
Negara  dan   Reformasi  Birokrasi  Nomor  25
Tahun      2021      tentang      Penyederhanaan
S truktur        Organisasi        pada        Instan si
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita         Negara        Republik        Indonesia
Tahun 2021  Nomor  546);

20.    Peraturan      Daerah      Kabupaten      Cirebon
Nomor  12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten
Cirebon      (Lembaran      Daerah      Kabupaten
Cirebon Tahun 2016  Nomor  12)  sebagaimana
telah    diubah    dengan    Peraturan    Daerah
Kabupaten   Cirebon   Nomor   1   Tahun   2021
tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Cirebon  Nomor   12  Tahun  2016
tentang       Pembentukan       dan       Susunan
Perangkat      Daerah      Kabupaten      Cirebon
(Lembaran      Daerah      Kabupaten      Cirebon
Tahun 2021  Nomor  1);

21.    Peraturan      Daerah      Kabupaten      Cirebon
Nomor    7    Tahun    2019    tentang    Rencana
Pembangunan    Jangka    Menengah    Daerah
Tahun       2019-2024       (Lembaran       Daerah
Kabupaten          Cirebon         Tahun          2019
Nomor  7)  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan      Daerah      Kabupaten      Cirebon
Nomor   6   Tahun   2021   tentang   Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019
tentang     Rencana    Pembangunan    Jangka
Menengah      Daerah      Kabupaten      Cirebon
Tahun       2019-2024       (I,embaran       Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021  Nomor 6);



22.    Peraturan      Bupati      Cirebon      Nomor     93
Tahun     2021      tentang     Perubahan     atas
Peraturan   Bupati   Nomor   47   Tahun   2019
tentang  Rencana  Strategis  Perangkat  Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;

23.    Peraturan      Bupati      Cirebon      Nomor       1
Tahun  2022  tentang  Kedudukan,   Susunan
Organisasi,   Tugas   dan   F`ungsi   serta   Tata
Kelja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Cirebon
(Berita        Daerah        Kabu paten        Cirebon
Tahun 2022 Nomor  1);

24.    Peraturan      Bupati      Cirebon      Nomor      26
Tahun 2022  tentang Tugas,  Fungsi dan Tata
Kerja  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan
Desa    Kabupaten    Cirebon    (Berita    Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 26).

Memperhatikan    :    1.      Keputusan                   Bupati                   Cirebon
Nomor        061.1/Kep    45-Org/2022    tentang
Uraian  Tugas  Sub  Koordinator  pada  Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

2.      Surat           Edaran           Bupati           Cirebon
Nomor       051.23/       359       /Bappelitbangda
tanggal  27  Januari  2023  tentang  Pedoman
Penyusunan     Penyempumaan     Rancangan
Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

:   Membentuk    Tim    Penyusun    Rencana    Kerja

EiE;aspapeenmbecrfr:E%:n   ¥aahs¥:rak2aot2 4dandeE:££
susunan keanggotaan sebagaimana   tercantum

fear]p¥ahLkaa¥Pj;#Kyeapnugtums:rnuE|kpaa¥±T:Efantidak

:   Ei=akpseJndyusua%a ReLni£:#fa  KKefj8ATSBba8:iFu%g3
untuk :
a.   E:onrg#amspE:Ffft pan   mengolah   data   dan

1)  data  hasil   evaluasi  pelaksanaan   Renja
Dinas Tahun sebelumnya;

2)  data    dokumen    Renstra    Kementerian/

iiEgsai83i¥a¥d:ekrukfifetntRfrapsT£3E°nk288%
terutama prioritas nasionalnya;

3)  data  capaian  realisasi  indikator  Standar
Pelayanan      Minimal,      data      realisasi
indikator     SDGs/Tujuan     Pembanguan
Berkelanjutan,   data   realisasi   indikator



KETIGA

KEEMPAT

FIE:Easeb¥Fun££nyaua:;a3atap;rmo;:Pst,anhyaa:
b.   menginventarisir,          mempelajari          dan

=#:=%E#baik undang-undang, peraturanperaturan         perundang-

pemerintah,     peraturan     menteri     dalam
3:g:£fi,pe::::::FaFenbt:;£a:]€jkn;:,n3er£:Ft:,i
perencanaan  pembangunan,  penganggaran
daerah   dan   urusan   pemerintahan   yang
menjadi tugas pokok dan fungsinya. .,

c.   FaenmdEea[£,.a¥taudanpetu¥]9unf±mt%]kenT:nt:esr££:]Pt

penyu sunan             dokumen             rencana
pembangunan      daerah      dan      dokumenrencana perangkat daerah.

d.   Feenncyaunsaun  Kaegr:.:da D¥:±g   TigmbpeerEya¥g::
Masyarakat dan Desa.

e.    menyusun  rancangan  awal  Rencana  Kerja
Dinas Pemberdayaan  Masyarakat dan  Desa
Tahun 2024.

f.    melaksanakan  forum  Organisasi  Perangkat
Daerah     untuk     membahas     rancangan
Rencana      Kerja      Dinas      Pemberdayaan
Masyarakat  dan  Desa  Tahun  2024  dengan

9tra8kaenh)Siads:r La£:eyra=g¥:fka±t.Daerah       dan
8.   Biennaysug:EbRe:3:g8nMaaksSfarr:£:tea:: Eeer3:

Tahun 2024.
h.   Fee£3=Efaan    d%gfig=:#a]£a¥encapne:yus¥:r::

perangkat daerah.
:   Tim Penyusun menyampaikan rancangan akhir

Rencana        Kerj a        Dinas        Pemberdayaan

¥eeaE:E£::aBtapdp¥itbE:%aaTahuun¥uk2°2££L±eE£::
:   Dalam     hal     hasil     verifikasi     sebagaimana

dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal
yang   perlu    disempurnakan,    Bappelitbangda
menyampaikan      saran      dan      rekomendasi
penyempurnaan  rancangan  akhir Renja  Dinas,
maka  Tim  Penyusun  harus  memperbaiki  dan
menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.



KELIMA

KEENAM

:   Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan    ini,    dibebankan    kepada    APBD
Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

:   Keputusan   Bupati   irk   mulai   berlaku   pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di   Sumber
pada tanggal  17   M,`iret   2023

`'..`         ,.i

rd IMRON

Tembusan :
1.  Yth. Kepala   Badan   Perencanaan   Pembangunan,    Penelitian    dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2.  Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3.  Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kelja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

JUDUL

UNIT PENGELOLA

PARAF K00RI)INASI PENGElioLA        : ..................................

I `J` i``-  .. i`  Kr.)ORDTNASI KESESUAIAN SUBTENSI DI LINGKUP
I   .-.-,, r. '£ T ARIAT DERA||

3



KELIMA

KEENAM

:   E:apyuat¥gfg t£TnT,u] 3:£:gaaLk¥atk€];t:5aapkaAnpnByB
Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

:   Keputusan   Bupati   ini   mulai   berlaku    pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di   Sumber
pada tanggal  17   M;iret   20`23

IMRON

Tembusan :
1.  Yth. Kepala   Badan    Perencanaan   Pembangunan,    Penelitian    dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2.  Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3.  Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN  :   KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR     :  051.2/Kep.199  -DPMD/2023
TANGGAL:    17   Maret-'.   2'023.  '..

TENTANG: TIM   PENYUSUN   RENCANA   KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM   PENYUSUN RENCANA KERJA

DINAS  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREB0N TAHUN 2024

I       Penanggung
jawab

11       Ketua Tim

Ill     Sekretaris I

:     Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan
Desa

:     Sekretaris   Dinas   Pemberdayaan   Masyarakat
dan Desa

:    Kepala sub Bagian program dan Keuangan
IV     Kelompok Kerja

Pokja I  Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait
Koordinator             :    Kepala      Bidang      Pemberdayaan      Lembaga

Kemasyarakatan   Desa   dan   Usaha   Ekonomi
Masyarakat

Anggota :    1. Kepalasub   Bagian   Umum    dan
Kepegawaian

2. Sub Koordinator Penataan Administrasi
Pemerintahan Desa

3. Tedy Maulana Iqbal, SE
4. Virli Handriyani, SB
5. Usu Totong Suhartono
6. Windi Harsono

Pokja 11  Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan
Koordinator
An88Ota

:     Kepala Bidang penataan dan Keljasama Desa
:    1. Sub Koordinator Penataan Desa

2. Sub Koordinator Aparatur Pemerintah Desa
3. Suyana
4. Tiara Arini, S.T.
5. Yodhi Priyadi
6. Handi Darmawan
7. Maskur



Pokja   Ill      Analisis   Data   dan   Narasi   Tiap   Bab   dalam   Renja
Perangkat Daerah
Koordinator

An8gota

Kepala    Bidang   Administrasi    Pemerintahan
Desa
1. Sub Koordinator Usaha Ekonomi

Masyarakat
2. Sub Koordinator Kerja Sama Desa
3. Sub Koordinator Pengelolaan Keuangan

Dan Aset Desa
4.  Haryono, S.IP
5. Hening Wahyuningsih, SE
6. Fahmi Kurniawan, S.Kom

JUDUI'

UNIT PE.NGELOLA

PARAF K00RDINASI PENGELOI,A

1                       JAB¢FAW J  PARAF
': i,tT,LON  11' J^
L,5£L(JIM  qf

'-_I
ii'±Lu!\' 'V =-
p.i` {{ ,-.. f.  Kt,itjRD[N^sr KESEsuAIAN suBTAINsl DI LINGKup
s I t`.t{£i rARiA`r DERAli

JAB/il'^IV

REP.fu^  b,r\+I.../.u\



Pokja   Ill      Analisis
Perangkat Daerah
Koordinator

An88Ota

Data   dan   Narasi   Tiap   Bab   dalam   Renja

Kepala    Bidang   Administrasi    Pemerintahan
Desa
1. Sub Koordinator Usaha Ekonomi

Masyarakat
2. Sub Koordinator Kelja Sama Desa
3. Sub Koordinator Pengelolaan Keuangan

Dan Aset Desa
4. Haryono, S.IP
5. Hening Wahyuningsih, SE
6. Fahmi Kurniawan, S.Kom

BUPATI CIREBON,

.,.  `  ,

IMRON



`--+.-<5=:+fff

•''u
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Sunan Muria No. 20  Telp./Fax   (0231) 321710

SUMBER

Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Si fat
Lampiran
Perihal

NOTA DINAS

Yth.  Bapak Bupati Cirebon
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
Lt3      Februari 2023
440/ 2qc / Sekrt
Penting
1 (satu) bendel
Permohonan  Kesediaan  menandatangani  Keputusan  Bupati  tentang
llm  Penyusun  Rencana  Kerja  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat dan
Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Disampaikan   dengan    hormat,    bahwa    berdasarkan    Pasal    125    Peraturan

Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor 86 Tahun  2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan,  Pengendalian  Dan  Evaluasi  Pembangunan  Daerah, Tata  Cara  Evaluasi

Rancangan   Peraturan   Daerah   Tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang

Daerah   Dan   Rencana   Pembangunan  Jangka   Menengah   Daerah,   Serta  Tata  Cara

Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah  Daerah, perangkat daerah

perlu membentuk Tim yang bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Sehubungan dengan  hal tersebut di  atas,  kami  mohon  perkenan  Bapak untuk

menandatangani   Keputusan   Bupati  tentang  tentang  Tim  Penyusun   Rencana   Kerja

(Renja)  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat dan  Desa  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2024.

(terlampir)

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terimakasih.

iiE

Nl'P.i_=1,56§07161990061001


